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Abstract
The purpose of this study is to determine the mnesipdity of the Bank to the Customer who is a
victim of credit card skimming and to know the legatection provided to the Customer as a
victim of credit card skimming. The research methedd is the Normative research method
through literature study. As a new crime, creditccakimming is a crime that is enough to give
unrest to the public. The results of the studydatdi that as referred to in article 28 of Law
Number 8 of 1999 constitutes the burden and resbitits of business actors. So if credit card
skimming causes a loss to a customer by an irresplenperson, then according to article 4
letter (H) of Law Number 8 of 1999 concerning Caonsu Protection the customer is entitled to
get compensation, compensation, and / or reimbugsémf his money the missing. Regarding
the form of legal protection provided to customenrsthis case both the legal protection of
consumers, the legal regulation is still generababconsumer losses caused by negligence of
business actors in this case banking institutidriee conclusion of the research is that there is
no specific law regarding consumer losses and nesibdity burdens imposed on banks in
relation to credit card skimming. The legal arrangents that are used are still with legal
protection in the UUPK in general.
Keywords: credit card skimming, Legal Responsibility, Consufrotection

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tamggawab Bank terhadap Nasabah yang
menjadi korbancredit card skimmingdan mengetahui perlindungan hukum yang diberikan
kepada Nasabah selaku korlmadit card skimmingMetode penelitian yang digunakan adalah
metode penelitian Normatif melalui studi kepustaka@ebagai tindak pidana bactedit card
skimmingadalah tindak pidana yang cukup memberikan keresglaala masyarakat. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa sebagaimana dimakalaindpasal 28 Undang-Undang Nomor
8 Tahun 1999 merupakan beban dan tanggung jawakueisaha. Jadi apabitedit card
skimming menimbulkan kerugian pada nasabah yang dilakukah arang yang tidak
bertanggung jawab, maka sesuai pasal 4 huruf (HjabgrUndang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen nasabah berhak matkdapkompensasi, ganti rugi, dan/atau
penggantian atas uangnya yang hilang tersebut. étemgoentuk perlindungan hukum yang
diberikan kepada nasabah, dalam hal ini baik pengathukum perlindungan konsumen,
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pengaturan hukum masih bersifat umum tentang kamugonsumen yang diakibatkan oleh
kelalaian pelaku usaha dalam hal ini lembaga pé&drarkKesimpulan penelitian diketahui bahwa
belum ada Undang-Undang khusus mengenai kerugiasukeen dan beban tanggungjawab
yang dibebankan kepada bank terkait tindageadit card skimmingPengaturan hukum yang
digunakan masih dengan perlindungan hukum dalamkJ¢#eara umum.
Kata Kunci: credit card skimmingTanggungjawab, Perlindungan Hukum
I. PENDAHULUAN pada berbagai metode pembayaran bank yang
alam kehidupan perekonomian,didukung oleh sejumlah fasilitas beragam, dari
bank memegang peranan pentingnulai debit hinggacredit card (Kartu Kredit)
selaku lembaga keuangan dengamliantara fasilitas tersebut, laju peningkatan
tugas pokok yaitu menghimpun dana dari mapengguna kartu kredit terus meningkat. Bisnis
syarakat merupakan catatan keberhasilan pekartu kredit perbankan di awal tahun 2019
bankan, semakin banyak dana yang dihimpusudah kencang. Bank Indonesia (Bl) mencatat
berarti merupakan suatu indikasi bagi banksampai dengan bulan Februari 2019, total
bahwa bank yang bersangkutan mendapat k&ansaksi kartu kredit mencapai 55,46 juta
percayaan dari masyarakat. Bank dalam meldransaksi. Bila dibandingkan dengan periode
kukan kegiatan usahanya wajib menerapkasama tahun lalu, jumlah ini bertambah 1,37
prinsip kehati-hatian, juga harus menjagguta transaksi. Pun, secara nominal atau
kesehatan bank agar tetap terjaga terus demblume transaksi kartu kredit juga terkerek
kepentingan masyarakat pada umumnya damaik menjadi Rp 51,83 triliun pada dua bulan
bagi para nasabah penyimpan dana. Agar bamertama tahun ini. Jauh melampaui bulan
tetap bisa menjaga perekonomian nasional. Januari-Februari 2018 sebesar Rp 47,82
Untuk meningkatkan kualitas dan me-triliun.
nyeimbangi tingkat mobilitas penduduk yangll.KAJIAN TEORI
terus melaju pesat, penggunaan layanan per- Kartu kredit menurut Canner dan Luc-
bankan disertai juga dengan Pemanfaatakett merupakan salah satu alat pembayaran
teknologi informasi dewasa ini menjadi haldengan menggunakan kartu (APMK). Kartu
yang penting bagi hampir seluruh aktivitaskredit menawarkan dua fungsi yang berbeda
masyarakat termasuk dalam dunia perbankakgpada konsumen yaitu sebagai alat pembaya-

Pemanfaatan tekhnologi tersebut diterapkaran dan sumber kredit, Peran kartu kredit
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sebagai salah satu indikator tumbuhmgiru-  pemilik kartu tanpa disadari. Sementara untuk
men non tunai (Cash Less Society/CLS)kara elektronik, kerap terjadi di situs-situs
merupakan sistem pembayaran yang aman dé&elanja, parsscammersnengedit kode Java-
praktis. Jika kartu kredit digunakan secara biScript dan menangkap data kartu kredit secara
jak maka kartu kredit akan memberikan man¥eal time saat pengguna memasukinya.
faat. Ketika kartu kredit digunakan dengan Perbandingan penelitian yang pertama
cara yang salah maka kartu kredit akan mediketahui bahwa dalam hal ini tanggungjawab
ngakibatkan berbagai masalah finansial bacbank didasari atas ketentuan pasal 29 Undang-
penggunanya. undang nomor 7 tahun 1992 sebagaimana te-

Dari sejumlah permasalahan diatas yanilah diubah menjadi Undang-undang Nomor 10
menjadi satu kasus permasalahan serius diTahun 1998 Tentang Perbankan. Penelitian
merugikan konsumen serta belum ditemukakedua hubungan hukum pihak perbankan ter-
kajian pembahasan ilmiah dalam hal ini adadapat 2 (dua) hubungan hukum yakni Hubu-
lah kartu kredit yang dapat dibobol orangngan Hukum Antara Bank dan Nasabah Pe-
sejumlah oknum atau yang juga dikenanyimpan Dana dan Hubungan Hukum Antara
denganskimming credit cardTindakan yang Bank dan Nasabah Debitur. Hubungan hukum
merugikan konsumen ini merupakan tindakarini digolongkan dalam perjanjian melakukan
yang terbaru dalam kejahatan perbankarjasa/pekerjaan sesuai Pasal 1601 KUH Per-
Berbeda dengan tekngkimmingyang harus data. Perjanjian ini termasuk perjanjian tak
menggunakan alat khusus yang dipasang bernama karena tidak diatur secara khusus
lubanginsert carduntuk merekam data nasa-dalam KUH Perdata. Mengenai bentuk tang-
bah, pada kasus pembobolan kartu kredit, dagung jawab bank secara umum diatur dalam
lengkap nasabah disalah gunakan bahkePasal 1237-1244 KUH Perdata. Sedangkan
diperualbelikan dengan harga yang tak terlalpengaturan secara khusus yang diterbitkan
mahal. oleh Peraturan Bank Indonesia dan di dalam

Skimmingbisa berupa aksi pencuri dataSurat Edaran Bank Indonesia yang menyang-
dengan memasang perangkat di ATM atakut mengenai permasalahan tersebut. Pene-
mesin kartu kredit yang dilakukan diam-diam litian ketiga Perlindungan hukum bagi nasa-

para pelaku mencatat informasi keuangabah terwujud dengan adanya mekanisme laya-
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nan pengaduan nasabah dengan diterbitkannyang merupakan tindakan melanggar hukum
Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBliang dilakukan seseorang atau sekelompok
2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasarang untuk mendapatkan keuntungan finan-
bah sebagaimana telah diubah dengan Peratsial dari penggunaan kartu kredit yang bukan
ran Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI1/2008. menjadi hak miliknya. Asas perlindungan

Dengan berdasarkan jumlah penelitiarkonsumen diatas tidak dapat diwujudkan apa-
yang relevan dengan penelitian ini maka penedila dalam penggunaaaredit card apabila
litian ini lebih memfokuskan kepada pertang-terjadi skimming di dalamnya sebab hak
gungjawaban bank selaku lembaga perbankdonsumen akan kemanan dan kenyamanan te-
dan perlindungan hukum konsumen terkaitah dilanggarSkimmingadalah salah satu je-
tindak kejahatan perbankan terbaru yaite- nis penipuan yang masuk ke dalam metode
dit card skimming phishing. Pelaku bisa mendapatkan data no-
I11. METODE PENELITIAN mor kartu kredit korban menggunakan metode

Jenis penelitian hukum yang digunakansederhana seperti halnya fotokopi, atau meto-
pada penelitian ini adalah penelitian hukunde yang lebih canggih seperti menggunakan
yuridis normatif, yakni dilakukan dengan caraperangkat elektronik keci(skimme) untuk
mengkaji berbagai peraturan yang bersifamenggesek kartu lalu menyimpan ratusan no-
formal seperti Undang-Undang dan literatur-mor kartu kredit korban. Sudah menjadi kewa-
literatur yang bersifat konsep teoritis yangjiban pelaku usaha dalam hal ini Lembaga
kemudian dihubungkan dengan permasalah&Perbankan dalam menjamin terwujudnya asas
yang menjadi pokok pembahasan keamanan dan kenyamanan bagi Nasabah se-
IV.HASIL PENELITIAN laku konsumen dengan pemerintah sebagai pi-
1. Pertanggungjawaban bank atas credit hak ketiga yang menjamin hal tersebut berda-

card skimming yang menimpa Nasabah sarkan ketentuan Pada Pasal 29 Ayat (1) Un-

Credit Card Skimmingnerupakan satu dang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Per-
tindakan yang melanggar hak konsumenlindungan Konsumen, menegaskan bahwa
Teknik skimmingdilakukan dengan menggu- pemerintah bertanggung jawab atas pembina-
nakan alat penyalin informasi. Umumnya, alaan penyelenggaraan perlindungan konsumen

ini ditempelkan pada mesin EDC kartu kredityang menjamin diperolehnya hak konsumen
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dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewaya. Adapun pola Pikir Penyelesai&kim-
jiban konsumen dan pelaku usaha. Kecanggming Credit Card digambarkan sebagai
han teknologi di dunia perbankan saat ini tidakerikut:
lepas dari pro dan kontra.Terutama di bidan:

bisnis kartu kredit.Kecanggihan ini mengun-

dang kejahatan yang dilakukan oleh orang

orang tidak bertanggung jawab.Salah satuny "

yaitu pembobolan atau peretasan kartu kre-
tGambar 1. pola Pikir Penyelesa@kimming

Credit Card
2. Perlindungan Hukum Konsumen Akibat
Tindakan Credit Card Skimming
Perlindungan Hukum Konsumen Akibat
Tindakan Credit Card Skimming Berda-

sarkan Undang-Undang Perlindungan

dit.Pembobolan atau peretasan kartu kredi
merupakan salah satu jenis kejahatgber-
crime Peretasan kartu kredit ini dikenal de-
ngan namacarding atavedit cardfraud.
Carding sendiri adalah merupakan salaha'
satu bentuk pencuriaftheft) dan kecurangan

(fraud) di dunia internet yang dilakukan oleh

pelakunya dengan menggunakan kartu kredit Konsumen

curian atau kredit palsu yang dibuat sendiri. Bentuk perlindungan hukum yang dibe-

Tujuannya yaitu untuk membeli barang secarrgkan oleh UUPK adalah dengan pemberian

) . . anti rugi kepada nasabah selaku konsumen
tidak sah atau menarik dana secara tidak sc% 9 P

dari suatu rekening bank milik orang Iain.yang dirugikan. Sesual dengan penerapan

Carding adalah kombinasi dari cybercrime hukum di Indonesia, seorang konsumen yang

dan kejahatan teknologi yang tingdie Ne- dirugikan oleh kelalaian pelaku usaha, terma-

therlands Police Agencynengartikan bahwa suk nasabah kepada bank, dapat menggugat

carding merupakan salah satu kejahatan inteP—Ihak yang menimbulkan kerugian atas pro-

net atau sering disebut cybercrime, yang Olimac_luk dan jasanya tersebut. Kualifikasi gugatan

. . ang lazim adalah wanprestasi atau perbuatan
na cybercrime merupakan kegiatan yang dapgt g P P

. melawan hukum. Sebagaimana Pasal 28
dihukum dengan penggunaan proses dan pe-

mindahan data melewati komputer, teIeponUUPK menyatakan bahwa ada tidaknya unsur

genggam, kartu kredit dan teknologi sejenis!(esalahfjln dalam gugatan ganti rugi sebagar-
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mana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dén Perlindungan Hukum Konsumen Akibat
23 merupakan tanggungjawab pelaku usaha” Tindakan Credit Card Skimming Berda-
Pasal 45 ayat (1)) ataupun penyelesaian sarkan Undang-Undang Perbankan
sengketa konsumen dapat ditempuh melalui Perlindungan hukum yang diberikan
pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkasleh bank atas penggunaan jasa layanan per-
dengan pilihan sukarela para pihak yang bebankan jika dilihat berdasarkan UU 10/1998
sengketa (UUPK Pasal 45 ayat (2)). Menuruterdiri atas:
UUPK Pasal 48 penyelesaian sengketa konsd- Penyediaan informasi mengenai kemungki-
men yang dilakukan melalui jalur Pengadilan nan timbulnya risiko kerugian nasabah, ya-
Negeri (PN) adalah penyelesaian sengketa ng dimaksudkan agar akses untuk mempe-
yang mengacu pada ketentuan peradilan roleh informasi perihal kegiatan usaha dan
umum yang berlaku. Penyelesaian sengketa kondisi bank menjadi lebih terbuka yang
melalui pengadilan dapat dilakukan oleh kon- sekaligus menjamin adanya transparansi
sumen yang telah dirugikan atau ahli waris dalam dunia Perbankan.
yang bersangkutan, sekelompok konsumeB. Rahasia bank, yang dimaksudkan agar ke-
yang mempunyai kepentingan yang sama, pecayaan masyarakat lahir apabila dari
pemerintah dan/atau instansi terkait ataupun bank ada jaminan bahwa pengetahuan bank
lembaga perlindungan konsumen swadaya tentang simpanan dan keadaan keuangan
masyarakat (LPKSM). Menurut Pasal 19 ayat nasabah tidak akan disalahgunakan.
(1) dan (3) Undang-Undang Perlindungar3. Dibentuknya Lembaga Penjamin Simpanan
Konsumen, konsumen yang merasa dirugikan dan mewajibkan setiap bank menjamin da-
dapat menuntut secara langsung penggantian na masyarakat yang disimpan dalam bank
kerugian kepada produsen dan produsen harus bersangkutan
memberi tanggapan dan/atau penyelesaian da- Berdasarkan hal tersebut diketahui
lam jangka waktu 7 hari setelah transaksbahwa Undang-undang perbankan tidak secara
berlangsung. jelas mengatur mengenai ketentuan perlindu-
ngan konsumen atas tindakamedit card
skimming yang menimpa konsumen. Tetapi

kesalahan dan kelalaian ini bisa dikategorikan
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sebagai kelalaian bank terhadap rahasia yarkgkan tindakan pencegahan kerugian konsu-
seharusnya menjadi hak seorang nasabahen dan masyarakat, melakukan pelayanan
sebagai konsumen. Konsep rahasia banengaduan konsumen, tindakan perlindungan
sebenarnya ditujukan untuk nasabah penyindengan melakukan pembelaan dan mengaju-
pan uang saja hamun menurut Rasjim Wiraakan gugatan untuk memperoleh ganti rugi. De-
madja, baik nasabah penyimpan dana maupurgan demikian, kewenangan OJK dalam per-
peminjam dana bank dalam hal ini penggunéindungan konsumen meliputi 2 hal yaitu men-
kartu kredit harus dilindungi dalam ketentuancegah terjadinya kerugian konsumen jasa keu-
rahasia bank, karena jika tidak demikianangan nasabah yaitu perlindungan yang dila-
maka kepercayaan masyarakat terhadap durkakan sebelum melakukan transaksi (perlindu-
perbankan semakin menurun. Menurut Sutangan pra-transaksi) dan melakukan tindakan
Remy Sjahdeini, menyatakan bahwa hubupembelaan hukum atas kerugian.
ngan antara bank dan nasabah adalah hubu- Berdasarkan hal tersebut di atas, perlin-
ngan pinjam-meminjam uang antara bank dedungan hukum terhadap nasabah yang meng-
ngan nasabah penyimpan dana yang dilandaginakan jasa perbankan berdasarkan Undang-
oleh asas kepercayaan. Di dalam implementaindang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otori-
sinya rahasia bank ditujukan untuk memberitas Jasa Keuangan adalah mencegah terjadinya
kan perlindungan kepada nasabah salah saterugian yang diderita oleh nasabah terhadap
perlindungan yang diberikan adalah perlindupelayanan jasa perbankan dan mendapatkan
ngan atas data dari nasabah sehingga atpsmbelaan hukum atas kerugian yang telah
data-data tersebut tidak disalahgunakan karermhderita oleh nasababh.
nasabah memberikan data kepada bank de- Tujuan dibentuknya Undang-Undang
ngan dasar kepercayaan yang muncul antaio. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Ke-
nasabah dengan bank. uangan sebagaimana ditentukan yakni dalam
3. Perlindungan hukum konsumen terha- Pasal 4, yakni “Otoritas Jasa Keuangan diben-

dap tindakan credit card skimming da- tuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan
lam Pengaturan Otoritas Jasa Keuangan  di dalam sektor jasa keuangan :
Untuk perlindungan konsumen dan ma-a. Terselenggaranya secara teratur, adil,

syarakat, OJK diberi kewenangan untuk mela- transparan, dan akuntabel;
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b. Mampu mewujudkan sistem keuangan yaran dan pengawasan bank yang sebelumnya
ng tumbuh secara berkelanjutan dan stabimenjadi kewenangan Bank Indonesia akan
dan Mampu melindungi kepentingan kon-beralih menjadi kewenangan OJK. Menurut
sumen dan masyarakat.” Pasal 6 Undang-Undang OJK dirumuskan
Perlindungan konsumen yang diberikarbahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan
OJK dianggap penting mengingat begitu komdan pengawasan terhadap:
pleknya aktifitas dalam sektor jasa keuangara. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perban-
Perlindungan konsumen yang difasilitasi OJK kan;
dapat berupa tindakan pencegahan kerugidm Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar
konsumen, pelayanan pengaduan konsumen Modal; dan
dan pembelaan hukum. Alasan lainnya yang. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasu-
menjadi dasar untuk pembentukan OJK, yaitu ransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembia-
adanya amanat dari Undang-Undang Nomor yaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.
23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia seba-  Perlindungan konsumen dalam Undang-
gaimana telah beberapa kali diubah yangndang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas
mengamanatkan pembentukan lembaga pdasa Keuangan, mencakup perlindungn konsu-
ngawasan sektor jasa keuangan yang mencaen yang lebih kompleks dan lengkap. De-
kup perbankan, asuransi, dana pensiun, sekogan cakupan yang semakin luas maka jang-
ritas, modal ventura dan perusahaan pembi&auan tugas, wewenang dan tanggungjawab
yaan, serta badan-badan lain yang menyelengerlindungan konsumen oleh Otoritas Jasa
garakan pengelolaan dana masyarakat. Keuangan juga semakin luas dibidang jasa
Dengan terbentuknya satu lembaga yangeuangan. Dalam Pasal 4 huruf (c) Undang-
terpadu, independen, dan akuntabel tersebutindang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas
diharapkan kegiatan sektor jasa keuangadasa Keuangan, tujuan dibentuknya lembaga
mampu mewujudkan perekonomian nasionalasa Keuangan yakni Otoritas Jasa Keuangan
yang mampu tumbuh secara berkelanjutan datibentuk agar keseluruhan kegiatan didalam
stabil, dan terselenggara secara teratur, addektor jasa keuangan mampu melindungi
transparan, serta akuntabel. Setelah diberlaklkepentingan konsumen dan masyarakat. Untuk

kannya Undang-Undang OJK, tugas pengatunemberikan dukungan terhadap upaya pe-
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ningkatan kualitas layanan konsumen di sektoDtoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/ POJK.07/
jasa keuangan. 2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesa-

Perihal kerugian nasabah selaku konsuan Sengketa di Sektor Jasa Keuangan dan
men dalam tindakarcredit card skimming SEOJK Nomor: 2/SEOJK.07/ 2014 tentang
Adapun Otoritas Jasa Keuangan mempunyd&elayanan dan Penyelesaian Pengaduan Kon-
tugas untuk memberikan perlindungan hukunsumen pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan
kepada konsumen lembaga jasa keuangan ter- Regulasi Upaya perlindungan hukum
hadap kerugian nasbah tersebut Undang-Urkonsumen perbankan oleh Otoritas Jasa Keua-
dang Otoritas Jasa Keuangan mengatur m&gan dapat dilihat dari telah dikeluarkannya
ngenai perlindungan konsumen dan masyardeberapa peraturan-peraturan yakni Peraturan
kat dengan melakukan tindakan pencegahadtoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/
kerugian konsumen dan masyarakat, yang013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor
meliputi: Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keua-
1. Memberikan informasi dan edukasi kepadaagan Nomor: 1/POJK.07/2014 tentang Lem-

masyarakat atas karakteristik sektor jaséaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sek-
keuangan, layanan, dan produknya,; tor Jasa Keuangan, SEOJK Nomor: 1/SEOJK.
2. Meminta lembaga jasa keuangan untuld7/2014 tentang Pelaksanaan Edukasi dalam
menghentikan kegiatannya apabila kegiataRangka Meningkatkan Literasi Keuangan
tersebut berpotensi merugikan masyarakakepada Konsumen dan/atau Masyarakat dan
dan SEOJK Nomor: 2/SEOJK.07/ 2014 tentang
3. Tindakan lain yang dianggap perlu sesuaPelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Kon-
dengan ketentuan peraturan perundangsumen pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
undangan di sektor jasa keuangan. a. Pembinaan Otoritas Jasa Keuangan dalam

Otoritas Jasa keuangan telah menerbit- rangka pelaksanaan fungsi pelayanan dan
kan beberapa ketentuan yang dijadikan seba- penyelesaian pengaduan konsumen dan
gai pedoman bagi pelaku usaha jasa keuangan, mempertimbangkan aspek manajemen resi-
seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No- ko, dalam SEOJK Nomor: 2/ SEOJK.
mor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan 07/2014 tentang Pelayanan dan Penyelesai-

Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Peraturan an Pengaduan Konsumen pada Pelaku
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Usaha Jasa, menetapkan bahwa Pelaku karena itu Otoritas Jasa Keuangan menge-

Usaha Jasa Keuangan wajib untuk melaku-
kan pelatihan, dengan mengutamakan kar-
yawan yang tugas sehari-harinya yakni :

1) Berhadapan langsung dengan konsuemn
(front liner)

2) Melakukan pengawasan pelaksanaan
pelayanan dan penyelesaian pengaduan
konsumen; atau

3) Terkait dengan penyusunan pelaporan
kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Karyawan yang memenuhi kriteria tersebut

wajib mendapatkan pelatihan secara berka-

la dan wajib mendapatkan pelatihan paling
kurang dari satu kali dalam masa kerjanya.

Selain itu demi meningkatkan fungsi pela-4.

luarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keua-
ngan Nomor: 1/SEOJK.07/ 2014 tentang
Pelaksanaan Edukasi dalam Rangka Me-

ningkatkan Literasi Keuangan Kepada

Konsumen dan/atau Masyarakat, yang

berisikan:

1) Cakupan rencana edukasi

2) Pelaksanaan edukasi

3) Penyusunan, penyampaian dan peruba-
han rencana edukasi

4) Serta laporan pelaksanaan edukasi Pela-
ku usaha jasa keuangan diwajibkan me-
nyelenggarakan edukasi dalam rangka
meningkatkan literasi

Upaya Hukum Konsumen Sebagai

yanan dan pengaduan, pelaku usaha jasa Nasabah yang Dirugikan Akibat Credit

keuangan diwajibkan untuk melakukan
evaluasi terhadap setiap pelatihan yang
telah diselenggarakan.

. Sosialisasi

Card Skimming

Kartu kredit merupakan produk yang

dikeluarkan oleh bank yang dalam pengopera-

siannya berada di bawah pengawasan pihak

Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jabank. Oleh karena itu bank harus bertang-
Keuangan Nomor 01/ POJK.07/2013 ten-gungjawab terhadap keamanan produk yang
tang Perlindungan Konsumen Sektor Jasdikeluarkannya. Maraknya kejahatan yang ter-
Keuangan, perlu untuk mengatur ketentuajadi dalam bidang perbankan, seperti pencu-
mengenai pelaksanaan Edukasi dalam rangian dana nasabah bank melalui modus skim-
ka meningkatkan literasi keuangan kepadaing mempengaruhi stabilitas dan rasa aman
Konsumen dan/atau masyarakat dalanbagi nasabah bank. Kemajuan tehnologi infor-

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan. Olemasi yang menjadi nilai awal dari keberadaan
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cyber crime, secara yuridis dapat membawbahwa yang berwenang untuk mengajukan
dampak pada hukum yang mengatur tentangugatan ke peradilan umum adalah konsumen
hal tersebut. Pihak-pihak yang dapat mengajurang dirugikan atau oleh ahli warisnya, seke-
kan gugatan atau pelanggaran pelaku usalh@ampok konsumen yang mempunyai kepenti-
melalui pengadilan umum menurut Pasal 46igan yang sama, Lembaga Perlindungan Kon-
ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahunsumen Swadaya Masyarakat dan Pemerintah.
1999 tentang Perlindungan Konsumen meliMenurut Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo
puti: bahwa penyelesaian sengketa konsumen mela-
a. Seorang konsumen yang dirugikan atadui peradilan umum hanya memungkinkan
ahli waris yang bersangkutan. apabila:
b. Sekelompok konsumen yang mempunyaa. Para pihak belum memilih upaya penyele-
kepentingan yang sama. saian sengketa di luar pengadilan, atau
c. Lembaga perlindungan konsumen swadayh. Upaya penyelesaian sengketa konsumen di
masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu luar pengadilan, dinyatakan tidak berhasil
berbentuk badan hukum atau yayasan atau oleh salah satu pihak yang bersengketa.
yayasan yang dalam anggaran dasarnya Penyelesaian sengketa konsumen de-
menyebutkan dengan tegas bahwa tujuangan menggunakan hukum acara baik secara
didirikannya organisasi tersebut adalalperdata, pidana maupun melalui hukum admi-
untuk kepentingan perlindungan konsumemistrasi negara, membawa keuntungan dan
dan telah melaksanakan kegiatan sesu&erugian bagi konsumen dalam proses perka-
dengan anggaran dasarnya. ranya. Antara lain tentang beban pembuktian
d. Pemerintah dan/atau instansi terkait apabildan biaya pada pihak yang menggugat. Pada
barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atékasus moduscredit card skimming dapat
dimanfaatkan mengakibatkan kerugian maslilihat ada unsur kegagalan bank, baik dari
teri yang besar dan/atau korban yang tidakistem atau tehnologi yang mereka gunakan.
sedikit. Terbukti dengan kebobolannya kartu kredit
Dari ketentuan Pasal 46 ayat (2) Un-sehingga merugikan nasabah. Bank sudah
dang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentangnenbayar ganti kerugian yang dialami nasa-

Perlindungan Konsumen di atas diketahubah akibatskimming érsebut, tetapi disini
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nasabah telah mengalami kerugian materdlalam bentuk setara atau pengembalian keada-
maupun immaterial yaitu salah satunya misalan pada keadaam semula; pernyataan bahwa
nya nasabah mendapatkan denda karena tgrerbuatan yang dilakukan adalah bersifat
lambat membayar cicilan karena kasisns melawan hukum; larangan untuk melakukan
ming tersebut. Dalam hal ini, pihak bank tidaksuatu perbuatan; meniadakan sesuatu yang di-
mau bertanggung jawab karena pihak bankdakan secara melawan hukum dan pengumu-
hanya berkewajiban mengganti kerugian yangnan dari pada keputusan atas dari sesuatu
diakibatkan olebskimmingsaja, tanpa memi- yang telah diperbaiki.
kirkan dampak bagi nasabah. Nasabah merasa Selain itu penyelesaian sengketa konsu-
sangat dirugikan akan hal ini karena gagaien juga tidak menutup kemungkinan penye-
mendapatkan ganti kerugian dari pihak bankesaian secara damai oleh pihak yang ber-
dapat menempuh penyelesaian sengketa mekengketa. Penyelesaian sengketa secara damai
lui pengadilan. Penyelesaian sengketa melal@édalah bentuk penyelesaian yang dilakukan
pengadilan tidak mungkin akan dicapai sebuableh kedua belah pihak yang bersengketa
solusi yang memperhatikan kedua belah pihapelaku usaha dan konsumen) tanpa melalui
karena hakim harus menjatuhkan putusan dpengadilan atau Badan Penyelesaian Sengketa
mana salah satu pihak akan menjadi pihaKonsumen (Penjelasan UUPK Pasal 45 ayat
yang menang dan pihak lain menjadi pihak?).
yang kalah. Sengketa yang diselesaikan mela-  Menurut Pasal 47 UUPK penyelesaian
lui Pengadilan, ada beberapa hal yang perlsengketa diluar Pengadilan adalah suatu pe-
dipertimbangkan oleh kedua belah pihak selanyelesaian sengketa yang diselenggarakan
in waktu dan biaya yang harus dikeluarkaruntuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk
cukup banyak, juga identitas para pihak yanglan besarnya ganti rugi atau mengenai
bersengketa akan diketahui oleh masyarakat.tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan

Moegni Djodjodirjo juga berpendapat terjadi kembali atau tidak akan terulang kem-
bahwa Pasal 1365 KUH Perdata memberikabali kerugian yang didreita konsumen. Penye-
kemungkinan beberapa jenis penuntutan yakihésaian sengketa di luar Pengadilan (BPSK)
antara lain ganti kerugian atas kerugian dalardapat dilakukan oleh konsumen yang dirugi-

bentuk uang; ganti kerugian atas kerugiakan atau ahli waris yang bersangkutan, seke-
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lompok konsumen yang mempunyai kepentib. Untuk menyelesaikan pengaduan, bank
ngan yang sama ( Pasal 46 UUPK ). Penyele- wajib menetapkan kebijakan dan memiliki
saian terhadap penggunaan kartu kredit yang prosedur tertulis yang meliputi : « Peneri-
macet, billing yang tidak sesuai, pemotongan maan pengaduan ¢ Penanganan dan penye-
atau debet yang dilakukan lebih dari satu kali lesaian pengaduan’ « Pemantauan penanga-
tanpa sepengetahuan nasabah dan juga bunganan dan penyelesaian pengaduan
yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikav. KESIMPUL AN
pada saat melakukan kesepakatan maka pe- Credit card skimmingmerupakan hal
nyelesaiannya dilakukan secara damai atayang baru yang terjadi dalam permasalahan
kesepakatan antar kedua belah pihak . Selaperbankan seiring berkembangnya kemajuan
ketentuan dari UUPK, penyelesaian pengaduekhnologi informasi, Pengaturan mengenai
an nasabah diatur juga menurut ketentuapertanggungjawaban bank dalam hal ini
Pasal 1 angka 4 Peraturan Bank Indonesiadjdasarkan pada kewajiban bank dalam kon-
PBI ) No. 10/10/PBI/2008 tentang Perubaharrak perjanjian nasabah dengan bank dalam
Atas Peraturan Bank Indonesia No. 7/ 7 / PBhal terjadinya tindakan yang menimbulkan
/2005 tentang Penyelesaian Pengaduakerugian finansial nasabah, tidak diatur de-
Nasabah, pengaduan disini adalah ungkapargan tegas. Dalam kasasdit card skimming
ketidakpuasan nasabah yang disebabkan ol&eban pembuktian terhadap ada atau tidaknya
adanya potensi kerugian financial padaunsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi
nasabah yang diduga karena kesalahan atagbagaimana dimaksud dalam pasal 28 Un-
kelalaian bank. Sedangkan Pasal 2 Peraturatang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 merupa-
Bank Indonesia ( PBI ) No. 10/10/PBI/2008kan beban dan tanggung jawab pelaku usaha.
tentang Perubahan Atas Peraturan Ban8adi apabilecredit card skimmingnenimbul-
Indonesia No. 7 / 7 / PBI / 2005 tentangkan kerugian pada nasabah yang dilakukan
Penyelesaian Pengaduan Nasabaloleh orang yang tidak bertanggung jawab, ma-
menyatakan : ka sesuai pasal 4 huruf (H) Undang-Undang
a. Bank wajib menyelesaikan setiap pengaduNomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

an yang diajukan nasabah dan atau perwdonsumen nasabah berhak mendapatkan kom-

kilan nasabah.
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pensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atapat dilakukan pemegang kartu kredit yaitu
uangnya yang hilang tersebut. dengan melaporkan kepada Bank mengenai

Mengenai bentuk perlindungan hukumtransaksi mencurigakan terhadap tagihan kartu
yang diberikan kepada nasabah, dalam hal ikireditnya dan selanjutnya Bank akan mempro-
baik pengaturan hukum perlindungan konsuses dengan melakukan upaya investigasi dan
men, Undang-Undang Perbankan dan Pengéindak lebih lanjut. Upaya hukum yang dapat
turan otoritas jasa keuangan tidak mengatulilakukan biasanya secara damai atau kekelu-
secara khusus tentang konsep perlindungargaan, apabila upaya tersebut tidak tercapai
hukum bagi para nasabah selaku konsumemaka upaya akhir yang dapat dilakukan
yang dirugikan.pengaturan hukum masih beradalah dengan membawa permasalahan terse-
sifat umum tentang kerugian konsumen yanfut ke pengadilan. Tetapi gugatan perdata ke
diakibatkan oleh kelalaian pelaku usaha dalamengadilan jarang ditempuh karena jalur ini
hal ini lembaga perbankan. Pasal 19 ayat (Ipemiliki kelemahan vyaitu besarnya biaya
dan (3) Undang-Undang Perlindungan Konsuyang harus dikeluarkan dan lamanya waktu
men menyatakan konsumen yang merasa diryang diperlukan untuk mendapatkan kepastian
gikan dapat menuntut secara langsung penghari penyelesaian sengketa.
gantian kerugian kepada produsen dan prod
sen harus memberi tanggapan dan/atau penyAFTAR PUSTAKA

lesaian dalam jangka waktu 7 hari setelaMhmadi Miru dan Sutarman Yodo,2007
transaksi berlangsung; dan setiap konsumen HUkl.Jm Perlindungan KonsumerRaja
' Grafindo Persada, Jakarta
yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha
unga Ayu Lestari , Minat Kepemilikan Kartu
Kredit (Studi Kasus Kota Bogodurnal
sengketa antara konsumen dan pelaku usaha Aplikasi Bisnis dan Manajemewol. 3
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melalui lembaga yang bertugas menyelesaika%

atau melalui peradilan umum ataupun penye-

lesaian sengketa konsumen dapat ditempuBita Permana, Tanggung jawab bank atas
pelanggaran kerahasiaan data nasabah
oleh pegawai bankSkripsi. Universitas
atau diluar pengadilan berdasarkan dengan Islam Indonesia Yogyakarta. 2019

melalui pengadilan (UUPK Pasal 45 ayat (1))

pilihan sukarela para pihak yang bersengketﬁl]dah Widiastuti, Tanggung jawab bank

(UUPK Pasal 45 ayat (2)). Upaya hukum yang terhadap kerugian nasabah pengguna
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